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ABSTRAK 

TINJAUAN  YURIDIS MEKANISME PENGAWASAN DPRD KOTA 
BENGKULU TERHADAP KINERJA PEMERINTAH  KOTA BENGKULU 
 

Oleh: 
Muhammad Yusuf 

 
Tujuan penelitian ini adalah  unruk mendeskripsikan mekanisme pengawasan yang 
dilakukan DPRD terhadap kinerja pemerintah Kota Bengkulu dan Menjelaskan 
faktor penghambat dari pelaksanaan pengawasan DPRD Kota  kinerha Pemerintah 
Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode 
yuridis empiris.  Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah model analisis data Miles dan Huberman 
dengan 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi/penarikan kesimpulan. Narasumber dalam penelitian ini adalah anggota 
DPRD Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme 
pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap kinerja Pemerintah kota Bengkulu 
dilakukan DPRD Kota Bengkulu mulai dari perencanaan, dilanjutkan dengan 
pelaksanaan, dan evaluasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Bengkulu 
terhadap kinerja Pemerintah Kota Bengkulu Ada 2 hambatan dalam melaksanakan 
fungsi pengawasan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. (1) Faktor internal 
ada 2, yaitu Anggota DPRD kota yang terpilih memiliki kualifikasi pendidikan dan 
keahlian yang berbeda; dan Anggota fraksi gabungan yang berasal dari beberapa 
partai memiliki kepentingan yang berbeda. (2) Faktor eksternal yang menjadi 
penghambat dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah (a) Kurangnya Sarana 
dan prasarana yang  tersedia; (b) Pengaruh Politik kekuasaan; (c) Perangkat daerah 
(PD) yang lebih loyal kepada eksekutif daripada legislatif; (d) kurangnya 
komunikasi yang baik antara anggota DPRD Kota Bengkulu dengan mitra kerja; 
(e) kesulitan dalam pengaturan jadwal untuk hearing antara anggota komisi dengan 
mitra kerja dan (f) Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada anggota DPRD dan 
pemerintah daerah. 
 
Kata kunci: DPRD, Kota Bengkulu, Mekanisme, Pemerintah, Pengawasan 
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ABSTRACT 

JURIDICAL REVIEW OF THE SUPERVISION MECHANISM OF THE 
BENGKULU CITY REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES (DPRD) 
ON THE PERFORMANCE OF THE BENGKULU CITY GOVERNMENT 

 
By 

Muhammad Yusuf 
 
The aim of this research is to describe the monitoring mechanism carried out by the 
DPRD on the performance of the Bengkulu City government and explain the 
inhibiting factors in the implementation of supervision by the Kinerha City DPRD, 
the Bengkulu City Government. The method used in this research is an empirical 
juridical method.  The data collection technique used was interviews. The data 
analysis technique used is the Miles and Huberman data analysis model with 4 
stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and 
verification/drawing conclusions. The resource persons in this research were 
members of the Bengkulu City DPRD. The results of the research show that the 
Bengkulu City DPRD's monitoring mechanism for the performance of the 
Bengkulu City Government carried out by the Bengkulu City DPRD starts from 
planning, continues with implementation, and evaluation is in accordance with 
applicable regulations. . Factors inhibiting the implementation of supervision by the 
Bengkulu City DPRD on the performance of the Bengkulu City Government. There 
are 2 obstacles in carrying out the supervisory function, namely internal factors and 
external factors. (1) There are 2 internal factors, namely the elected city DPRD 
members have different educational qualifications and expertise; and Joint faction 
members who come from several parties have different interests. (2) External 
factors that become obstacles in carrying out the supervisory function are (a) Lack 
of available facilities and infrastructure; (b) Influence of power politics; (c) 
Regional apparatus (PD) which is more loyal to the executive than the legislature; 
(d) lack of good communication between Bengkulu City DPRD members and work 
partners; (e) difficulties in arranging schedules for hearings between commission 
members and work partners and (f) lack of public trust in DPRD members and 
regional governments. 
 
Keywords: DPRD, Government, Bengkulu City, Mechanism, Supervision, 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A.   Latar Belakang 

Lembaga legislatif  merupakan wadah bagi wakil masyarakat dalam 

merancang dan membuat peraturan dan undang-undang yang akan diberlakukan 

bagi rakyat. Kehadiran lembaga ini dalam pemerintahan akan memastikan bahwa 

peraturan dan undang-undang yang dibuat pemerintah tidak merugikan Masyarakat 

serta untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapannya. 

Anggota dari lembaga legislatif adalah para wakil partai yang terpilih dalam pemilu 

yang dilaksanakan 5 tahun sekali. DPRD kota adalah lembaga legislatif pada 

tingkat kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD 

memiliki kewenangan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, namun 

kewenangan DPRD tersebut dibatasi oleh undang-undang.  

DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi dan kewenangan untuk 

menjalankan tugasnya yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 mengenai otonomi 

daerah  

Pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD diatur dalam UU Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, UU No 17 tahun 2014 tentang (MD3) 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan
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tata tertib DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota. Berikut ini fungsi 

DPRD: 

a. Pembentukan Peraturan Daerah, peraturan daerah dibentuk bersama dengan 

walikota untuk selanjutnya menyetujui atau menolak perda tersebut; 

b. Anggaran, fungsi ini dilakukan DPRD bersama walikota untuk membahas 

bersama rancangan perda kota tentang APBD yang telah diajukan oleh 

walikota; dan 

c. Pengawasan Daerah, fungsi ini dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan 

peraturan kepala daerah.1 

 Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kota Bengkulu mempunyai 

posisi sangat penting dan strategis yang diatur oleh undang-undang. Fungsi 

pengawasan DPRD Kota Bengkulu akan menentukan keberhasilan dari kinerja 

pemerintah daerah dan jajarannya. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, 

DPRD Kota Bengkulu akan mengawas dan mengevaluasi program-program 

pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pengertian dari 

kata pengawasan menurut Alam bukan keinginan untuk mencari kesalahan, 

melainkan untuk meneliti segala sesuatu sudah berjalan  sesuai dengan rencana. 

Jika terjadi kesalahan, maka kesalahan tersebut harus segera diperbaiki agar apa 

yang telah ditargetkan oleh organisasi dapat dicapai.2 

 
1 Kementerian dalam Negeri. 2024. Modul Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Alat Kelengkapan 
DPRD. BPSDM Kemendagri. Hlm. 7-17. 
2 Alam. 2007. Ekonomi untuk SMA  dan MA Kelas XII. Jakarta: esis. Hlm. 141. 



3 
 

 
 

 Fungsi pengawasan DPRD Kota Bengkulu dilakukan pada kinerja 

pemerintah Kota Bengkulu. Pengawasan pada kinerja Pemerintah kota Bengkulu 

karena berkaitan dengan penggunaan APBD yang berasal dari rakyat. Pengawasan 

ini bertujuan untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan terhadap 

pengunaan APBD. Pengawasan ini dilakukan sesuai dengan Pasal 153 UU No 23 

tahun 2014 tentang fungsi DPRD Kabupaten/Kota yang terdapat dalam,  yaitu (1) 

pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan perda kabupaten/kota dan peraturan 

bupati/walikota;  (2) pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain 

yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

kabupataen/kota; dan (3) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan 

keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan. Fungsi pengawasan mulai dilakukan 

setelah anggota DPRD Kota Bengkulu dilantik.  

 Peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi pengawasan DPRD 

kabupaten/kota adalah UU Nomor 23 tahun 2014 tentang “Pemerintah Daerah”, 

UU Nomor 17 tahun 2014 (UU MD3), dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 

2018 tentang “ Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  atau Tata Tertib DPRD”. 

Berdasarkan pasal 153 ayat (1) UU Nomor 23  2014 Tahun menyatakan fungsi 

pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap 

a. Pelaksanaan perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/ wali kota; 

b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan  lain yang terkait dengan 

penyelenggaraan Pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan  
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c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksanaan laporan keuangan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan.3 

Isi Undang-Undang Pasal 153 ayat (1) tentang pelaksanaan pengawasan 

diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 

2018 tentang “ Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota”.  

 Fungsi pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap kinerja Pemerintah 

Kota Bengkulu bertujuan untuk mengontrol jalannnya pemerintahan agar sesuai 

dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan dan disepakati oleh DPRD Kota 

Bengkulu dengan Pemerintah Kota Bengkulu. Sebagian besar masyarakat hanya 

mengetahui Anggota DPRD Kota Bengkulu adalah wakil mereka untuk 

menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Seperti apa mekanisme dari 

tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Kota Bengkulu masyarakat tidak 

mengetahuinya. 

 Anggota DPRD Kota Bengkulu periode 2024-2029 terdiri atas 9 fraksi. 

Berdasarlkan UU MD3 Pasal 374, anggota fraksi berasal dari partai politik dengan 

masing-masing jumlah anggota fraksi minimal sama dengan jumlah komisi. 

Apabila jumlah anggota partai politik tidak cukup untuk memenuhi ketentuan 

membentuk satu fraksi, maka anggota  partai politik tersebut bisa masuk dalam 

fraksi yang masih kekurangan anggota  atau membentuk fraksi gabungan dengan 

partai politik yang jumlah anggotanya juga tidak cukup untuk memberntuk satu 

 
3 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014: Pemerintah Daerah (Materi Pokok Peraturan). 
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fraksi. Anggota fraksi gabungan yang berasal dari partai politik yang berbeda akan 

menghadapi kendala dalam pengambilan keputusan karena memiliki perbedaan 

kepentingan dari masing-masing partai politik, Apalagi anggota fraksi akan 

menjadi anggota  komisi dalam menjalankan fungsi pengawasannya. 

  Berdasarkan fenomena tersebut, DPRD Kota Bengkulu memiliki peran 

sangat penting untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja 

pemerintah daerah. Peran masyarakat dalam membantu DPRD Kota Bengkulu 

dalam melaksanakan tugasnya sangat diperlukan agar pembangunan di Kota 

Bengkulu dapat berjalan dengan baik. Namun, sebagian besar masyarakat tidak 

mengetahui seperti apa mekanisme pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap 

kinerja Pemerintah Kota Bengkulu. Oleh karena itu, penelitian terkait mekanisme 

pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap kinerja Pemerintah Kota Bengkulu 

sangat penting untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman masyarakat terhadap 

pelaksanaan fungsi penagwasan DPRD Kota Bengkulu dan untuk mengetahui 

faktor penghambat dari pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap 

kinerja Pemerintah Kota Bengkulu. 

 Berdasarkan latar belakang di atas,  maka penelitian ini akan membahas  

tentang Tinjauan Yuridis Mekanisme Pengawasan DPRD Kota Bengkulu 

Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan perjelasan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakan mekanisme pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap 

kinerja pemerintah Kota Bengkulu? 

2. Apa sajakah faktor penghambat dari pelaksanaan pengawasan DPRD Kota 

Bengkulu terhadap kinerja Pemerintah Kota Bengkulu? 

C. Tujuan  Penelitian 

   Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsikan mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD Kota 

Bengkulu terhadap kinerja Pemerintah Kota Bengkulu. 

2. Menjelaskan faktor penghambat dari pelaksanaan pengawasan DPRD Kota  

Bengkulu terhadap kinerja Pemerintah Kota Bengkulu. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki 2 manfaat, yaitu manfaat teoretis dan praktis. 

1. Manfaat teoretis 

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada 

mahasiswa pada khusunya dan Masyarakat pada umumnya terkait tinjauan 

yuridis mekanisme pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah Kota 

Bengkulu. 
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2.  Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan 

untuk mengkaji tinjauan yuridis mekanisme pengawasan DPRD terhadap 

penyelenggaraan pemerintah Kota Bengkulu.


